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ABSTRAK

Sertipikat elektronik merupakan dokumen yang diterbitkan melalui sistem elektronik
yang dapat diakses secara online, diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023
dan PP Nomor 18 Tahun 2021. Rumusan masalah:1) Bagaimana pengaruh
penggunaan sertipikat tanah elektronik di kota padang? 2)Bagaimana persepsi
Masyarakat terhadap kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik dibandingkan
dengan sertipikat tanah analog? 3)Apa saja kendala-kendala dan upaya -upaya yang
dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang terhadap keraguaan
masyarakat terhadap keamanan penggunaan sertifkat tanah elektronik? Jenis
penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian untuk mendapatkan
data primer, data yang diperoleh langsung dari masyarakat; Sumber data adalah data
primer dan data sekunder; Data dianalisis secara kualitatif yaitu metode yang didapat dari
data yang muncul atau dalam bentuk kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka. Hasil
penelitian:1) Pengaruh penggunaan sertipikat tanah elektronik di kota padang yaitu
digitalisasi pertanahan merupakan kemajuan positif namun masih terhalang oleh
kesenjangan literasi digital dan kendala geografis.2) Persepsi masyarakat terhadap
kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik dibandingkan dengan sertipikat tanah
analog yaitu efektivitas sertipikat elektronik BPN bergantung pada kekuatan
infrastruktur digital dan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan datanya.3)
Kendala-kendala dan upaya -upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kota Padang terhadap keraguaan masyarakat terhadap keamanan penggunaan sertifkat
tanah elektronik yaitu BPN berkolaborasi dengan BSSN dan Perum Peruri guna
menjamin auntentikasi dokumen ,serta memperkuat legitimasi sistem melalui
integarasi perbankan,penegak hukum,dan sosialisasi berkelanjutan.

Kata Kunci: Sertipikat Elektronik, Masyarakat.
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BAB1I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kehidupan manusia di muka bumi ini tidak bisa dilepaskan dari tanah. Negara
Indonesia menegaskan pengakuan hak kepemilikan atas tanah dengan mencantumkan
pengaturan dalam konstitusinya. UUD 1945 mengatur tentang hal ini pada Pasal 33 ayat (3)
yang mencakup bumi, air, dan kekayaan alam dan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.! Berdasarkan pengaturan
pasal tersebut kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang
seorang.Sebab itu cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hayat hidup
orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak,tampuk produksi jatuh ketangan orang-
seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.?

Tanah merupakan salah satu faktor penting dan memiliki nilai strategis dari segi
manapun baik dari segi sosial, politik dan kultur. Tanah juga bagian penting yang tidak dapat
dipisahkan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi bangsa Indonesia, maka peranan negara
sangat penting di dalam mengatur penguasaan tanah ini. Negara sebagai organisasi yang
memiliki otoritas kepada seluruh rakyat Indonesia diberi pelimpahan oleh bangsa Indonesia
untuk menguasai, mengatur, mengurus dan juga menyelesaikan segala persoalan yang
berkenaan dengan pengelolaan fungsi bumi, air dan segala isi di dalamnya.

Demikian pentingnya kebutuhan manusia terhadap tanah maka perlu adanya sertipikat
tanah sebagai dasar hukum yang kuat demi menghindari penggunaan tanah yang sering
berujung ke ranah kasus persengketaan seperti pembebasan tanah, penggusuran, sertipikat

ganda status hak atas tanah, sehingga tanah-tanah yang sudah bersertipikat banyak yang

! Maiyestati,2023, Hukum Agraria,LPPM Universitas Bung Hatta,hlm 9.
2 Ibid.



bermasalah untuk itu perlunya regulasi mengenai tanah di Indonesia untuk mengatur sistem
pertanahan di Indonesia.

Sertipikat tanah adalah dokumen resmi yang menunjukkan bahwa seseorang atau
badan hukum memiliki hak atas tanah sebagai bukti legal yang dapat melindungi pemilik
tanah dari sengketa kepemilikan. Fungsi sertipikat tanah yaitu:?

a. Sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas satu bidang
tanah,satuan rusun (rumah susun),dan objek lain yang terdaftar.

b. Sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah,
untuk dapat memperoleh data yang mereka perlukan dengan mudah.

c. Sebagai sumber data bagi kantor pertanahan atas daftar tanah,buku tanah,peta
pendaftaran,surat ukur,dan daftar nama.

d. Sebagai bentuk penerapan aturan demi terlaksananya tertib administrasi pertanahan di
indonesia

Pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kewenangan, untuk mengatur komunitas
di wilayah tertentu dalam hal ini negara telah menetapkan regulasi mengenai pertanahan di
Indonesia melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria selanjutnya disebut dengan UUPA Dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA menyatakan
’seluruh bumi,air dan ruang angkasa,termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi,air
dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.*

Sertipikat tanah analog adalah bentuk sertipikat tanah yang masih menggunakan
format fisik, yaitu kertas yang dicetak dan diberi tanda tangan oleh pejabat yang berwenang

di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

3 Marlina Marzuki,2025,Perbedaan Sertifikat Tanah Analog dan Elektronik,Suara Naggroe,Di akses
pada 10-06-2025,Pukul 15.00 Wib. https://www.suarananggroe.com/berita- umum/76714586611/ini-dia-
perbedaan-sertifikat-tanah-analog-dan-elektronik-yuk-intip- kelebihan-dan-kekurangan-keduanya?page=2

* Ibid.


http://www.suarananggroe.com/berita-

Berikut adalah bentuk sertipikat tanah analog seperti gambar dibawah ini

Gambar 1.

Sertipikat Analog (Dokumentasi: Sumber Pribadi)

Pada era globalisasi sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan berekembang
pesatnya teknologi informasi dan transaksi elektronik telah menjadi acuan utama era
globalisasi yang telah melanda hampir seluruh belahan dunia manapun. Kemajuan teknologi
akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan karena seiring
berkembangnya teknologi digital mengakibatkan terjadinya keterpaduan dalam
perkembangan teknologi informasi, media dan telekomunikasi. Zaman yang semakin maju
serta berkembang pesat, seluruh aspek telah berbasis teknologi canggih yang praktis dan
modern, mendorong perkembangan sistem pendaftaran tanah yang lebih baik lagi dengan

memberlakukan sistem pendaftaran tanah secara elektronik.



Teknologi mempunyai peran penting baik positif maupun sebaliknya, sehingga era
digital ini merupakan tantangan baru. Tantangan pada era ini, seperti Politik, sosial budaya,
pertahanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Digital lahir dengan adanya jaringan internet
khususnya teknologi informasi Komputer. Kemampuan media lebih memudahkan
masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat bahkan tanpa dilakukan untuk bertemu.

Teknologi akan terus bergerak ibarat arus laut yang terus berjalan di tengah- tengah
kehidupan manusia. Maka, tidak ada pilihan selain menguasai dan mengendalikan teknologi
dengan baik dan benar agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan
manusia.’

Sertipikat tanah berbasis elektronik merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan
dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh di
beberapa negara. Di Ontario, Canada disebut POLARIS (The Province of Ontario Land
Registration Information System), di Selandia Baru disebut Land Online, di Inggris disebut e-
conveyancing kemudian dikembangkan menjadi e-lodgements, di Singapura disebut STARS
eLodgment , di Australia disebut National Electronic Conveyancing System (NECS), Di
Malaysia disebut dengan Sistem Computerised Land Registration System (CLRS) dan
Electronic Land Administration System (ELAS).®

Transformasi kemajuan teknologi menggeser sistem pendaftaran tanah yang
sebelumnya merupakan proses berbasis kertas ke elektronik. di Indonesia penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi mengubah secara progresif transaksi pasar dan layanan
publik yang semula analog (manual) berubah menjadi layanan berbasis elektronik, sebut saja
seperti e-commerce (perdagangan), e- govermment (sistem pemerintahan), e-Court

(peradilan), e-KTP (kependudukan), e- filling, e-SPT, e-Billing (perpajakan), OSS: Online

3 Ibid.
® Angela Melani Widjaja,2022,Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah Jurnal Perspektif
Hukum Hangtuah University,Vol 22, No.1



Single Submission (pelayanan perizinan berusaha), e-money (perbankan), penerapan e-money
juga telah dilakukan oleh perusahan startup, misalnya Grab-Pay dan Go-Pay, dan Pendaftaran
Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Layanan-layanan tersebut telah diimplementasikan pada
sektor pemerintahan dan perusahaan swasta sebagai wujud efisiensi, transparansi dan
akuntabilitas dalam melakukan layanan publik.

Layanan publik berbasis elektronik di bidang pertanahan pada awalnya telah dilakukan
melalui program Land Office Computerization (LOC) pada tahun 1997, kemudian berubah
nama menjadi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), terhadap KKP ini juga mengalami
transformasi semula menggunakan KKP- Desktop, kemudian menjadi Geo-KKP dan terakhir
aplikasi berbasis web/KKP- Web. Layanan pertanahan ini terus diperbaiki dan
dikembangkan, kemudian berevolusi menjadi berbasis elektronik. Transformasi ini dalam
pandangan Zevenbergen, disebabkan pendaftaran tanah dan fungsi kadaster diatur secara
mandiri, dan tidak bekerja sama dengan efektif. Perbaikan teknologi maupun lainnya, hanya
memperbaiki satu atau beberapa bagian seperlunya, maka diperlakukan sebagai sistem yang
terintegrasi, dan dipelajari, dianalisis dan ditingkatkan secara keseluruhan.’

Terkait dengan layanan pertanahan berbasis elektronik telah dilakukan pada empat
jenis pelayanan pertanahan berbasis secara nasional: Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT),
Pemeriksaan Sertipikat Tanah, Surat Informasi Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Hak
Tanggungan Elektronik dan sedikitnya ada 72 layanan yang belum digital. Program-program
tersebut dilakukan secara bertahap termasuk dengan setipikat-el dengan telah diterbitkannya
Permen ATR/Ka BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Sertipikat Elektronik.®

Sertipikat tanah elektronik dimulai pada tahun 2021, sebagai mewujudkan e-

government dengan terbitnya Permen ATR/Ka BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Sertipikat

7 Ibid.
8 Dian Aries Mujiburohman,2021, Transformasi Dari Kertas ke Elektronik, Jurnal Agraria dan
Pertanahan, Vol 7, No.1, hlm 58.



Elektronik dan PP No, 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan
Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah elektronik merupakan keniscayaan
untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia.
Pergantian Sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik untuk tanah yang telah dijelaskan
dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sertipikat Elektronik.

Keberadaan Permen tersebut menjadi polemik, masyarakat dibuat gelisah resah,
karena belum lama masyarakat telah menerima jutaan sertipikat tanah (analog) melalui
program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tiba-tiba masyarakat diminta untuk
menukar dengan yang sertipikat elektronik. Seolah-olah kebijakan yang dibuat pemerintah
kontradiktif, tidak direncanakan dengan baik dan sistematis. Seharusnya yang diutamakan
atau diselesaikan lebih dahulu program pendaftaran tanah seluruh wilayah Indonesia, karena
sertipikat tanah merupakan tanda bukti hak yang diberikan pada tahap akhir.

Proses pendaftaran tanah dilakukan berdasarkan undang-undang No.5 Tahun 1960
tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang diundangkan pada tanggal 24 september
1960 (UUPA),merupakan pelaksanaan dari pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum berlakunya UUPA yang dilakukan pendaftaran
tanah hanyalah bagi tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat,misalnya hak Eigendom,Hak
Erpacht,Hak Opstal yang tujuannya untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada
pemegangnya diberikan tanda bukti dengan suatu akta yang dibuat oleh pejabat balik nama.
Sedangkan untuk tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat,misalnya tanah Yayasan,tanah
gogolan tidak dilakukan pendaftaran tanah,kalaupun dilakukan pendaftaran tanah tujuannya
bukan memberikan jaminan kepastian hukum,akan tetapi tujuannya untuk menentukan siapa
yang wajib membayar pajak atas tanah dan kepada pembayar pajak diberikan tanda bukti

berupa pipit,girik,atau petuk,pendaftaran tanah ini dikenal juga dengan Fiscal kadaster.’

° Maiyestati, op cit, him124.



Pasal 19 ayat (1) UUPA tentang pendaftaran tanah menyebutkan:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh

wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemerintah.

Kepastian hukum yang dijamin itu,meliputi kepastian mengenai’:
1.
2.

3.

95,10

Letak,batas dan luas tanah.
Status tanah dan orang yang berhak atas tanah.
Pemberian berupa sertipikat

Mengenai tujuan pendaftaran tanah ini lebih lanjut diatur dalam pasal 3 dan pasal 4,

perarturan pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah:'!

1.

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang ha
katas satuan bidang tanah,satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar
dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tsanah

Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan,termasuk
pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam
mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang- bidang tanah dan satuan rumah susun
yang sudah terdaftar;terbuka untuk umum.

Untuk terselenggaranya tertib administarsi pertanahan. Maka setiap bidang tanah satuan
rumah susun termasuk peralihan,pembebanan,dan hapusnya ha katas bidang tanah dan
hak milik atas satuan rumah susun wajib di daftarkan.

Setelah tanah-tanah telah terdaftar baru diadakan modernisasi pelayanan pertanahan

termasuk di dalamnya adalah sertipikat-el. Berbagai kebijakan dan program percepatan

pendaftaran tanah telah dilakukan otoritas pertanahan, seperti Proyek Administrasi

"Maiyestati, op cit, him126.
' Maiyestati, op cit ,hlm 128.



Pertanahan (PAP), Land Management and Policy Development Project (LMPDP), namun
hingga saat ini tanah-tanah di Wilayah Indonesia belum terdaftar secara keseluruhan,
berdasarkan data laporan kinerja Kementerian ATR/BPN bidang tanah terdaftar dan yang
telah beralih menjadi sertipikat elektronik secara nasional sampai dengan tahun 2025 adalah
sebesar 6.983.916 sertipikat dalam bentuk elektronik.'?

Gambar 2

Bentuk dari Seritipikat Elektronik

Hal upaya tersebut pemerintah mendapatkan banyak sekali pro dan kontra di
masyarakat mengenai keamanan data serta kelayakan aturan yang dibuat. Dikarenakan zaman
sekarang atau di era 4.0 di mana teknologi berkembang pesat, yang bahkan sering terjadi kasus
kebocoran data yang kadang disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pro dan kontra tersebut, ada beberapa resiko yang akan diambil jika akan menerbitkan
Sertipikat tanah secara elektronik. Resiko tersebut memunculkan dua hal yang saling

berkesinambungan mengenai kelebihan dan kekurangan dari penerbitan Sertipikat elektronik.

12 Kementerian Agraria dan Tata Ruang,2026,Sertifikat Elektronik, Di akses pada 26-01-2026, Pukul
15.15, https://ppid.atrbpn.go.id/bpn/page/details/informasi-berkala?level 1=14&level2=1.



Masyarakat juga menganggap pemerintah belum mampu menjaga data sertipikat karena
rawan penyalahgunaan data. Salah satu alasan yang menjadikan masyarakat berpandangan
seperti itu, dikarenakan dari beberapa kasus dan kejadian yang terjadi, contohnya dalam
penerapan dan pengesahan dari program e KTP.!?

Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah maka hal
yang terutama diperhatikan adalah tingkat pelayanan publik terhadap masyarakat. Pelayanan
publik sangat berkaitan dengan kebutuhan Masyarakat, bahkan tujuan negara yang tertuang
dalam Undang-Undang Dasar, salah satunya memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, secara tersirat menggambarkan pentingnya negara
memenuhi pelayanan publik. Seiring berkembang dan bertambahnya kebutuhan masyarakat
membuat pemerintah sadar akan tanggung jawabnya dalam memenuhi pelayanan publik.
Pada sisi aturan, lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam hal tersebut.

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dijelaskan mengenai asas-asas
dari pelayanan publik yang apabila dianalisis lebih mendalam sangat berkaitan dengan prinsip
transparansi dan partisipasi. Selain itu, dua prinsip tersebut sangat penting dalam
mewujudkan good governance dan mendukung kebijakan maupun program yang dibuat oleh
pemerintah. Apabila dianalogikan, jika prinsip transparansi tidak dilaksanakan oleh
pemerintah, maka bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelayanan
publik, sebaliknya apabila masyarakat tidak dapat mengawasi pelayanan publik, maka
bagaimana prinsip transparansi tersebut dapat terwujud, sampai pada akhirnya berdampak

pada hilangnya kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan negara.'*

13 Rizqia Salsa Bila, Tanah Elektronik Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertipikat Elektronik Sukabumi, 2022,hlm 18.

14 Maya Septiani,2020, Strategi Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik,
Ombudsman.go.id, Di akses 20-11-2024, Pukul 22.40 wib, https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--strategi-
mewujudkan-transparansi-dan-partisipasi-dalam-pelayanan-publik
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis telah melakukan penelitian yang
membahas tentang “PENGARUH PENGGUNAAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK
TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI KOTA PADANG”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh penggunaan sertipikat tanah elektronik di kota padang?

2. Bagaimana persepsi Masyarakat terhadap kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik
dibandingkan dengan sertipikat tanah analog?

3. Apa saja kendala-kendala dan upaya-upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Kota Padang terhadap keraguaan Masyarakat terhadap keamanan penggunaan
sertifkat tanah elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan sertipikat tanah elektronik di kota padang.

2. Untuk menganalisis persepsi Masyarakat terhadap kekuatan hukum sertipikat tanah
elektronik dibandingkan dengan sertipikat tanah analog.

3. Untuk menganalisis kendala-kendala dan upaya-upaya yang dilakukan Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kota Padang terhadap keraguaan masyarakat terhadap keamanan

penggunaan sertifkat tanah elektronik.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut pandang dan jenis penelitian ini dapat digolongkan kedalam

penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian untuk mendapatkan data primer, data yang

diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dari penelitian lapangan.'®

15 Maiyestati,2022,Metode Penelitian Hukum,LPPM Universitas Bung Hatta, hlm 23.
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2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer.
Data ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang menjadi acuan adalah Peraturan Perundang- undangan secara
langsung maupun tidak langsung ada kaitannya dengan perbandingan sertipikat tanah analog

dan sertipikat elektronik yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indoesia 1945

2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok
Agraria.

3) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

4) Peraturan Menteri ATR / BPN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sertipikat
Elektronik.
5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan , hak atas tanah ,
satuan rumah susun dan pendaftaran.
6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
b. Bahan Hukum Sekunder
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan
mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari
bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum tersier. '

16 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram,hlm 10.
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c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap
data primer dan sekunder. Seperti buku- buku dan jurnal.
. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi
serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran jika pendekatan perundang-
undangan untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.!” Penelitian ini

dilakukan di Kantor ATR/BPN Kota Padang dan Perpustakaan Universitas Bung Hatta.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan
cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewancara dengan si penjawab
atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan
wawancara). Untuk mendapatkan data primer akan dilakukan wawancara langsung dengan
Masyarakat dan kepada pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang.

4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan yang
dipergunakan maka Teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu dengan metode
kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang didapat dari data yang muncul atau
berbentuk dalam kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka.'® Dengan menganalisis
data primer dan sekunder yang dapat diperoleh dari penelitian yang disusun dengan teratur dan

sitemasis, kemudian dianalisis untuk kesimpulan.

17 Djulaeka,2020, Metode Penelitian Hukum,Scopindo Media Pustaka, Surabaya,hlm.37.
18 Maiyestati, op cit, hlm 81.






